GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 289 TAaHun 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 agar tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;



Mengingat

o B

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19
Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
S58);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18

Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan
Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum
Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA  TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Wali Kota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kota Yogyakarta agar segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil
evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan



Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah
dan Peraturan Wali Kota akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 A6USTUS 202S
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Wali Kota Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 289 TaAHus 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUAST RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.

MATERI

REKOMENDASI

1

2

3

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI

1.

Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2025, yaitu:

terhadap Prioritas Nasional
apabila  dibandingkan APBD  Tahun
Anggaran 2025 mengalami Kkenaikan.
Pemerintah Kota Yogyakarta agar terus

meningkatkan dukungan alokasi anggaran

Dukungan

(6]

PRIORITAS NASIONAL

MURNI

PERUBA-
HAN

1

Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi,
dan Hak Asasi Manusia
(HAM)

0.39%

0,38%

Memantapkan  Sistem
Pertahanan Keamanan
Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa
melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

5,52%

5,91%

terhadap Prioritas Nasional dan juga
sinkronisasi terhadap pelaksanaan program
prioritas nasional di Kota Yogyakarta.




NO.

MATERI

REKOMENDASI

2

3

3 | Melanjutkan 12,58% 4,26%
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja yang
Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri Kreatif serta
Mengembangkan
Agromaritim Industri di
Sentra Produksi Melalui
Peran Aktif Koperasi

4 | Memperkuat 17,86% 20,71%
Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM),
Sains Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan,
Prestasi Olahraga,
Kesetaraan Gender,
serta Penguatan Peran
Perempuan, Pemuda
(Generasi Milenial dan
Generasi Z) dan
Penyandang Disabilitas

5 | Melanjutkan  Hilirisasi - 2,11%
dan  Mengembangkan
Industri Berbasis
Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di Dalam
Negeri

6 | Membangun dari Desa [0,04% 3,27%
dan dari bawah untuk
Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan  Ekonomi,
dan Pemberantasan
Kemiskinan

7 | Memperkuat Reformasi |0,07% 14,86%
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat

Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan
Penyeludupan

8 | Memperkuat P,OOS% 8,58%
Penyelarasan

Kehidupan yang
Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan
Budaya, serta
Peningkatan Toleransi
Antarumat  Beragama
untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil
dan Makmur

Persentase Alokasi 36,46% | 60,07%
Anggaran

Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang

Dukungan terhadap prioritas pembangunan

DIY

mengalami penurunan

apabila




NO.

MATERI

REKOMENDASI

2

3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2025, yaitu:
NO PRIORITAS DIY MURNI [PERUBA-
HAN
1 Penurunan Tingkat 23,26% 4,98%
Kemiskinan
2 Pengembangan 2,85% 6,97%
kehidupan ekonomi
yang layak
3 Peningkatan kualitas 20,12% | 18,17%
SDM Yogyakarta
4 Penurunan 6.93% 8,47%
ketimpangan (antar
kelas sosial, antar
wilayah)
5 | Penguatan Good- 12,05% | 15,67%
governance pada
berbagai tingkatan
6 | Menciptakan 5,30% 5,81%
lingkungan hidup yang
lebih baik, aman dan
tentram
Persentase Alokasi Anggaran | 71% 60,07%

dibandingkan dengan APBD  Tahun
Anggaran 2025,

Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat
memperhatikan dukungan prioritas DIY
terkait penurunan tingkat kemiskinan dan
penciptaan kualitas lingkungan yang lebih
baik, aman dan tenteram.

Jumlah alokasi untuk fungsi pendidikan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar
26,25% dari total belanja daerah, sedangkan
pada Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2025

sebesar 26,64%.

Alokasi tersebut telah memenuhi alokasi
fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh persen) dari total belanja daerah
sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir 5.1.2. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar
mempertahankan secara terus menerus dan
konsisten dalam mengalokasikan anggaran
fungsi pendidikan.

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebesar 27,11% dari total belanja daerah diluar

gaji.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar
mempertahankan secara terus menerus dan
konsisten dalam mengalokasikan anggaran
fungsi kesehatan.




B.PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.101.702.615.240,00 dan
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp2.007.716.618.755,00 menurun sebesar
Rp93.985.996.485,00 atau 4,47% dengan komposisi sebagai berikut:

Rancangan Bertambah /
Jenis Pendapatan RO e Perubahan APBD T.A 2025 (Berkurang)
Rp % Rp % Rp %
Pendapatan Asli 1.000.166.831.321 47,59 952.189.671.211 | 47,43 ((47.977.160.110) | (4,79)

Daerah

Pendapatan Transfer | 1.101.535.783.919 | 52,41 | 1.055.526.947.544 | 52,57 |(46.008.836.375) | (4,17)

Lain-lain 0 0 0 0 0 0
Pendapatan Daerah
Yang Sah

TOTAL

PENDAPATAN 2.101.702.615.240 100 | 2.007.716.618.755 100 [(93.985.996.485) | (4,47)

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah
untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kota
Yogyakarta dan mengacu peraturan perundang-undangan,
memperhatikan data pada Laporan Realisasi Semester | dan Prognosis 6
bulan ke depan serta memperhatikan perkembangan indikator
perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi
Pendapatan Daerah sehingga penetapan peningkatan target pendapatan
terukur dan kemungkinan besar dapat dicapai.

3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab
I[I1.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta dapat dilakukan
pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di Kota Yogyakarta.

5. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib
pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1.1.0.5) Lampiran




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib
memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang
direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir 4.1.5.d
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Bab.lll.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

7. Pencermatan terhadap target pendapatan, antara lain pada:

Rancangan
No Rekening APBD T.A. 2025 Perubahan Selisih Rekomendasi
APBD T.A. 2025
1 | BPHTB- 84.000.000.000 | 61.813.000.000 | (22.187.000.000) | Penetapan target
Pemindahan Hak pendapatan Pajak
2 | BPHTB- 10.000.000.000 3.187.000.000 | (6.813.000.000) | Daerah dan Retribusi
Pemberian Hak Daerah pada
Baru Perubahan APBD
3 | PBJT-Restoran 93.500.000.000 | 90.909.000.000 | (2.591.000.000) | Tahun Anggaran 2025
4 | PBJT-Hotel 204.500.000.000 | 180.973.000.000 | (23.527.000.000) harus:
5 | PBJT-Rumah 1.600.000.000 161.000.000 (1.439.000.000)
Penginapan/ a. Didasarkan  pada
Guesthouse/ data potensi Pajak
Bungalo/Resort/ Daerah dan
Cottage Retribusi Daerah;
6 | PBJT-Panti Pijat 3.027.700.000 1.894.000.000 (1.133.700.000) | b. Memperhatikan
dan Pijat Refleksi perkiraan  asumsi
7 | Retribusi 8.308.029.525 6.999.200.000 | (1.308.829.525) makro, meliputi
Penyediaan pertumbuhan rasio
Pelayanan Parkir perpajakan daerah,
di Tepi Jalan pertumbuhan
Umum ekonomi, dan
8 | Retribusi 5.396.844.000 2.500,000.000 | (2.896.844.000) tingkat inflasi yang
Pelayanan mempengaruhi
Persampahan target pendapatan
9 | Retribusi 6.027.918.350 | 4.812.704.350 | (1.215.214.000) | Pajak Daerah dan
Pathadtaatan Retribusi  Daerah;
Aset Daerah dan 5
c. Mempertimbangkan
realisasi semester |
dan prognosis 6
(enam) bulan
berikutnya di tahun
anggaran 2025.

Berkaitan dengan penurunan target anggaran PAD pada APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2025 tersebut maka untuk penetapan target
anggaran PAD untuk tahun anggaran berikutnya didasarkan pada kajian
potensi PAD yang riil. Selain itu, untuk ditingkatkan upaya intensifikasi
penagihan atas potensi PAD dengan meminimalisir terjadinya kebocoran
pemungutan PAD.




C.BELANJA

1.

Kondisi umum Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Uraian
APBD TA. 2025 | ©°F “13 :h;gQ';PBD Rp %
Belanja Operasi 1.847.654.404.531 | 1.915.256.601.229 67.602.196.698 | 3,65
Belanja Modal 230.084.593.387 209.987.554.065 (20.097.039.322) | (8,73)
Belanja Tidak 101.524.276.013 37.837.196.813 | (63.687.079.199) | (62,73)
Terduga
Belanja Transfer 1.253.189.380 1.253.189.380 0 0
TOTAL BELANJA 2.180.516.463.311 | 2.164.334.541.488 | (16.181.921.822) | (0,74)

Berdasarkan data kondisi umum anggaran belanja tersebut dapat
disimpulkan bahwa kebijakan pergeseran alokasi Belanja Tidak Terduga
sebesar Rp63.687.079.199,00 dialokasikan untuk anggaran Belanja
Operasi. Pendanaan untuk Belanja Modal yang semula didanai dari Dana
Transfer Pusat tetapi tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi
Pendapatan Transfer Pusat, secara signifikan belum terdapat realokasi
pendanaan dari pergeseran Belanja Tidak Terduga.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penambahan anggaran
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar
memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal
316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 161 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Kegiatan/subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya namun tidak
disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan
prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan
target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan
dalam Bab Il[.B.1.h.3) dan Bab Ill.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri




Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan efisiensi
anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab
[II.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja
(ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya
yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja
harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum
daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah,
rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur dan bersifat wajib.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan pengaturan Standar Harga
Barang dan Jasa sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

a. Satuan biaya honorarium;

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

Satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

satuan biaya pemeliharaan;

¢ O D

melalui Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Sementara itu, terhadap Satuan Harga Barang dan
Jasa selain dimaksud di atas dapat dilakukan pengaturan melalui
Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan penyesuaian Standar Harga
Barang dan Jasa terkait dengan pembagian (grading) alokasi belanja
berdasarkan harga dan spesifikasi secara lebih terperinci, khususnya



10.

11,

terhadap Belanja Modal Personal Komputer dan Belanja Modal Peralatan
Komputer. Selain itu penyesuaian juga dilakukan pada rekening-rekening
(di dalam SIPD) yang terindikasi terdapat pengulangan (misalnya satu
jenis barang dengan spesifikasi tertentu dengan mencantumkan
beberapa harga).

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada
Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab I.D.2.e. dan f.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan
pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non
Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung
pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja
Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar
diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau
yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.

Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa
Aset Tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan
pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik
konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa
Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain
yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
Bab II1.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta
dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk
selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan
ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan. Anggaran Belanja Modal
yang sampai dengan semester pertama belum direalisasikan agar segera
dilakukan akselerasi pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi pelaksanaan
pekerjaan yang melampaui tahun anggaran 2025.
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Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai prinsip perubahan
anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu untuk
mendanai beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang mendesak,
antara lain terkait dengan:

a. Penanganan sampah;
b. Rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur;
c. Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pendidikan;

d. Pemantauan harga dan stok kebutuhan barang pokok dan barang
penting melalui operasi pasar dan pasar murah serta untuk
memfasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan
pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan
pengalokasian Dana BOS. Atas beberapa Belanja Modal yang
dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan untuk siswa dalam rangka
pemenuhan fasilitas proses belajar mengajar khususnya pada masing-
masing ruang kelas. Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dari
Dana BOS agar dialokasikan mempertimbangkan aspek rasionalitas serta
kewajaran khususnya untuk Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan
Dinas. Pengesahan dan pengakuan Pendapatan Dana BOS dan Belanja
BOS agar dilakukan secara periodik sehingga data realisasi Pendapatan
Dana BOS dan realisasi Belanja BOS capaian kinerja keuangan
pengelolaan Dana BOS segera dapat diketahui dalam Laporan Realisasi
Anggaran periode berkenaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan pembaruan terkait standar
sarana prasarana perkantoran dan standar harga barang dan jasa.

Terhadap hasil efisiensi/rasionalisasi anggaran agar dialokasikan pada
belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyertaan Modal
kepada BUMD, Belanja Tidak Terduga, dan/atau belanja prioritas
lainnya.

Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:
Rancangan
No Rekening APBD T.A. 2025 Perubahan Selisih Rekomendasi

APBD T.A. 2025

1 | Belanja Gaji Pokok | 243.843.359.558 | 253.206.640.970 |  9.363.281.412 [Belanja gaji (termasuk
PNS dalam belanja wajib

dan mengikat)] agar
dapat diprioritaskan
dan dianggarkan oleh
pemerintah  daerah
mempertimbangkan
pemenuhan hak-hak




No

Rekening

APBD T.A. 2025

Rancangan
Perubahan
APBD T.A. 2025

Selisih

Rekomendasi

pegawai.

Belanja Makanan
dan Minuman
Rapat

48.229.640.145

50.256.125.145

2.026.485.000

Alokasi belanja
dimaksud

dianggarkan dengan
tetap memperhatikan

spek efektifitas,
fisiensi, kepatutan,
ewajaran,
enghematan
enggunaan
nggaran, dan
disesuaikan  dengan
lkebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
Pembawa  Acara,
dan Panitia

7.762.980.000

8.424.100.000

661.120.000

- Alokasi belanja
dimaksud
dianggarkan dengan
tetap
memperhatikan
aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan,
kewajaran,
penghematan
penggunaan
anggaran, dan
disesuaikan dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.

-Belanja dimaksud
dapat diberikan
apabila narasumber
mempunyai
kompetensi yang
dapat
dipertanggungjawab
kan dan sesuai
dengan topik yang
akan dibahas.
Apabila narasumber
tidak sesuai dengan
kompetensi terkait
dengan topik
bahasan, maka
honorarium  tidak
dapat diberikan.

- Penyelenggaraan
bimbingan
teknis/sosialisasi
pada masing-
masing OPD agar
memperhatikan
tugas pokok dan

fungsi masing-
masing sesuai
dengan Keputusan
Menteri Dalam
Negeri Nomor

900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang

Hasil Verifikasi,
Validasi dan
Inventarisasi
Pemutakhiran
Klasifikasi,

Kodefikasi dan
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No

Rekening

APBD T.A. 2025

Rancangan
Perubahan
APBD T.A. 2025

Selisith

Rekomendasi

Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Dimana untuk
sosialisasi Perda
dan/atau Perkada
dilaksanakan pada
Sekretariat DPRD.
-Belanja  dimaksud
dalam pelaksanaan
harus sesuai
dengan ketentuan
yang mengatur
tentang jumlah JPL.
Honorarium  tidak
dapat diberikan
apabila narasumber
memberikan
bahasan kurang
dari  jumlah JPL
yang disyaratkan.

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan dan
Sekretariat Tim
Pelaksana
Kegiatan

17.904.375.000

18.348.675.000

444.300.000

Alokasi belanja
dimaksud
dianggarkan dengan
tetap memperhatikan
spek efektifitas,
fisiensi, kepatutan,
ewajaran,
enghematan
nggunaan
nggaran, dan
disesuaikan dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.

Belanja Jasa
Iklan/Reklame,
Film, dan
Pemotretan

9.269.650.000

14.165,170.000

4.895.520.000

Alokasi anggaran
dimaksud agar
dilakukan
rasionalisasi  secara
jsignifikan.

Belanja Jasa
Konsultansi
Perencanaan
Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa
untuk  Pekerjaan

1.053.000.000

1.053.000.000

Alokasi belanja
dimaksud

dianggarkan dengan
tetap memperhatikan
spek efektifitas,
fisiensi, kepatutan,

Bimbingan Teknis
serta Pendidikan
dan Pelatihan

Teknik Sipil Svalnran,
Transportasi enghematan
nggunaan
7 | Belanja 9.715.417.822 11.243.272.072 1.527.854.250 |anggaran, dan
Kursus/Pelatihan, isesuaikan dengan
Sosialisasi, ebutuhan riil serta

manfaat yang akan
diperoleh.

Penambahan Alokasi Anggaran

Belanja Modal, antara lain pada:

Belanja Modal
Tanah untuk
Taman

Rancangan
No Rekening APBD T.A. 2025 Perubahan Selisih Rekomendasi
APBD T.A. 2025
1 0 1.268.150.000 |  1.268.150.000 {Agar dipastikan

ppraisal  dilakukan
anya untuk nilai

ah saja, mengingat
arana dan prasarana
i atasnya dibangun




Rekening

APBD T.A. 2025

Rancangan
Perubahan
APBD T.A. 2025

Selisih

Rekomendasi

dengan APBD dan
pelaksanaannya
memperhatikan

sisa
aktu efektif tahun
ggaran 2025.

Belanja Modal Alat
Rumah Tangga

6.303.600.254

8.412.033.769

2.108.433.515

Belanja Modal Alat
Kantor Lainnya

796.342.600

1.396.005.225

599.662.625

Alokasi belanja
dimaksud
dianggarkan dengan
tetap
memperhatikan
aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan,
kewajaran,
penghematan
penggunaan
anggaran, dan
disesuaikan dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.

Agar dirasionalisasi
secara signifikan,

Belanja Modal
Peralatan  Studio
Video dan Film

1.052.539.800

2.228.854.151

1.176.314.351

Alokasi
dimaksud
memperhatikan
prinsip urgensi dan
rasionalitas  serta
kebutuhan riil di
masing-masing OPD
serta spesifikasi
agar  disesuaikan
dengan kondisi di
lapangan sesuai
dengan
peruntukannya.

belanja
agar

Agar dirasionalisasi
secara signifikan.

Belanja Modal
Komputer

Jaringan

1.393.853.600

2.554.793.600

1.160.940.000

Belanja Modal
Personal Computer

3.317.600.000

4.342.250.000

1.024.650.000

Belanja Modal
Peralatan

Komputer

2.599.761.000

3.983.306.500

1.383.545.500

Pengadaan
komputer (baik PC
maupun laptop)
agar
memperhatikan
prinsip-prinsip
urgensi
rasionalitas  serta
kebutuhan riil
masing-masing OPD
serta spesifikasi
agar  disesuaikan
dengan beban kerja.

dan

Agar dirasionalisasi
secara signifikan.

Belanja Modal
Bangunan Gedung
Kantor

17.916.223.805

20.162.926.004

2.246.702.199

Belanja Modal
Bangunan

Kesehatan

5.601.000.000

8.101.000.000

2.500.000.000

10

Belanja Modal
Bangunan Parkir

721.600.000

3.710.700.000

2.989.100.000

11

Belanja Modal
Instalasi Air
Buangan Domestik

5.384.639.000

6.323.395.625

938.756.625

Alokasi
dimaksud
dianggarkan dengan
tetap
memperhatikan
aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan,
kewajaran,
penghematan
penggunaan
anggaran, dan
disesuaikan dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan

belanja




Rancangan

No Rekening APBD T.A. 2025 Perubahan Selisih Rekomendasi
APBD T.A. 2025
diperoleh.
- Agar dipastikan
pelaksanaannya
dengan

memperhatikan sisa
waktu efektif tahun
anggaran 2025,

18. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai

berikut:
KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
DINAS
PENDIDIKAN
PEMUDA
DAN
OLAHRAGA
1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
9 Tahun 2025 dan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Kebijakan dan
Implementasi Evaluasi Hasil Belajar melalui Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
tanggal 9 Juli 2025 yang mengharuskan menganggarkan belanja untuk:
a. sarana dan dukungan pelaksanaan TKA
b. Penulisan soal TKA pada jenjang SD dan SMP
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tanggal 11 Juli 2025
tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA, tugas Pemerintah Daerah DIY antara lain melakukan penjaminan
mutu terhadap soal TKA yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta
perlu menganggarkan belanja untuk aktivitas penyusunan soal pada Perubahan APBD TA 2025.
1.01.01.2.07 | PENGADAAN Alokasi belanja
.0006 PERALATAN DAN dimaksud
MESIN LAINNYA dianggarkan dengan
F tetap memperhatikan
5.2.02.05.01 | Belanja M?dal Alat 11.366.000 369.882.125 | 358.516.125 aspek efektifitas,
-0005 Kantor Lainnya efisiensi, kepatutan,
kewajaran,
5.2.02.06.01 | Belanja Modal 12.000.000 378.566.000 | 366.566.000 penghematan
.0002 Peralatan Studio penggunaan
Video dan Film anggaran, dan
5.2.02.10.01 | Belanja Modal 0| 580.500.000 | 580.500.000 | disesuaikan  dengan
.0002 Personal Computer REPUtUtAR, AL st
manfaat yang akan
diperoleh.
1.01.02.2.02 | PEMBINAAAN
.0038 MINAT, BAKAT DAN
KREATIVITAS SISWA
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa 0 176.000.000 [ 176.000.000
.0055 Iklan/Reklame, Film,
dan Pemotretan
2.19.03.2.03 | SELEKSI ATLET
.0006 DAERAH
5.1.02.05.01 | Belanja Hadiah yang 150.000.000 | 1.657.500.00 | 1.507.500.00
.0001 Bersifat Perlombaan 0 0
DINAS
KESEHATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2025 tanggal 1 Juni 2025 tentang Penetapan
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa terdapat penonktifan
peserta sebanyak 3.648 orang dan pengalihan peserta sebanyak 1.453 orang sehingga masih terdapat kekurangan
kuota sebanyak 2.195 orang. Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan antisipasi atas kekurangan kuota
tersebut dengan mengalokasikan rencana belanja yang dianggarkan untuk memberikan jaminan kesehatan
kepada warga terdampak.




KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
DINAS 1.03.05.2.01 | OPTIMALISASI Agar dipastikan
PEKERJAAN | .0024 SISTEM pelaksanaannya
UMUM, PENGELOLAAN AIR dengan
PERUMAHAN LIMBAH DOMESTIK memperhatikan  sisa
DAN (SPALD) TERPUSAT waktu efektif tahun
KAWASAN SKALA PERKOTAAN anggaran 2025.
PERMUKIMA
N
5.2.04.03.02 | Belanja Modal 1.052.900.000 | 2.655.429.55 | 1.602.529.55
.0001 Instalasi Air 5 5
Buangan Domestik
1.03.08.2.01 | PENGUBAHSUAIAN
.0017 BANGUNAN
GEDUNG UNTUK
KEPENTINGAN
STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
5.2.03.01.01 | Belanja Modal 12.183.476.98 | 14.192.212.1 | 2.008.735.12
.0001 Bangunan Gedung 0 00 0
Kantor
5.2.03.01.01 | Belanja Modal 0] 2.989.100.00 | 2.989.100.00
.0033 Bangunan Parkir 0 0
1.03.10.2.01 | PEMELIHARAAN Agar memperhatikan
.0034 BERKALA JALAN aspek efektivitas,
efisiensi,  kepatutan
5.1.02.02.08 | Belanja Jasa 0| 1.053.000.00 | 1.053.000.00 | dan kewajaran serta
.0009 Konsultansi 0 0 | penghematan
Perencanaan penggunaan anggaran
Rekayasa-Jasa dan disesuaikan
Desain Rekayasa dengan  kebutuhan
untuk Pekerjaan nyata pada masing-
Teknik Sipil masing kegiatan.
Transportasi
2.15.02.2.02 | REHABILITASI DAN
.0004 PEMELIHARAAN
PERLENGKAPAN
JALAN
5.1.02.01.04 | Belanja Gedung dan 0] 1.155.000.00 | 1.155.000.00
.0541 Bangunan- 0 0
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
Bangunan Fasilitas
Umum
SATUAN 1.05.02.2.01 | PEMBERDAYAAN Agar memperhatikan
POLISI .0004 PERLINDUNGAN aspek efektivitas,
PAMONG MASYARAKAT efisiensi,  kepatutan
PRAJA DALAM RANGKA dan kewajaran serta
KETENTRAMAN DAN penghematan
KETERTIBAN UMUM penggunaan anggaran
3 dan disesuaikan
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Tenaga 3.585.136.000 | 4.247.536.00 [ 662.400.000 dengan kskititiRis
.0017 Ketent'eraman, 0 nyata pada masing-
Ketertiban Umum, masing kegiatan.
dan Perlindungan
Masyarakat
1.05.02.2.01 | KERJA SAMA ANTAR
.0006 LEMBAGA DAN

KEMITRAAN DALAM
TEKNIK
PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN
GANGGUAN




KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
5.1.02.02.12 | Belanja Bimbingan 0 326.000.000 | 326.000.000
.0003 Teknis
BADAN 1.05.03.2.01 | SOSIALISASI, Agar
PENANGGUL | .0007 KOMUNIKASI, mempertimbangkan
ANGAN INFORMASI DAN untuk
BENCANA EDUKASI (KIE) memaksimalkan
DAERAH RAWAN BENCANA penggunaan media
KABUPATEN/ KOTA sosial sebagai upaya
= publikasi
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa . 2.000.000 143.500.000 | 141.500.000 kepemerintahan
D055 Iklan/Reklame, Film, secara lebih efektif dan
dan Pemotretan efisien.
DINAS 1.06.05.2.02 | FASILITASI Alokasi belanja
SOSIAL .0003 BANTUAN SOSIAL dimaksud
TENAGA KESEJAHTERAAN dianggarkan dengan
KERJA DAN KELUARGA tetap memperhatikan
TRANSMIGR aspek efektifitas,
ASI efisiensi, kepatutan,
) kewajaran,
5.1.06.01.01 Belén]a Bantuan 0| 1.594.800.00 | 1.594.800.00 penghematan
.0001 Sc-mal Uang yang 0 0 penggunaan
D 1rencanak_m:1 anggaran, dan
kepada Individu disesuaikan  dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.
DINAS 2.08.01.2.06 | PENYEDIAAN Agar dilakukan
PEMBERDAY | .0002 PERALATAN DAN efisiensi dengan
AAN PERLENGKAPAN memetakan  kembali
PEREMPUAN KANTOR prioritas penggantian
PERLINDUN Personal Computer
GAN ANAK yang paling mendesak.
DAN
PENGENDAL
IAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
5.2.02.10.01 | Belanja Modal 0 237.750.000 | 237.750.000
.0002 Personal Computer
2.08.02.2.03 | PENINGKATAN Agar memperhatikan
.0002 KAPASITAS SUMBER aspek efektivitas,
DAYA LEMBAGA efisiensi,  kepatutan
PENYEDIA LAYANAN dan kewajaran serta
PEMBERDAYAAN penghematan
PEREMPUAN penggunaan anggaran
KEWENANGAN dan digesuaikan
KABUPATEN/KOTA dengan kebutuhan
5 nyata pada masing-
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus 0 177.000.000 | 177.000.000 masing kegiatan,
.0001 Singkat/Pelatihan
2.08.07.2.01 | ADVOKASI DAN
.0004 PENDAMPINGAN
PERANGKAT
DAERAH DALAM
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN/
PROGRAM/
KEGIATAN

PENCEGAHAN KTA




KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
5.1.02.01.01 | Belanja Makanan 58.035.000 184.115.000 [ 126.080.000
.0052 dan Minuman Rapat
DINAS 2.09.01.2.07 | PENGADAAN Alokasi belanja
PERTANIAN .0006 PERALATAN DAN dimaksud
DAN MESIN LAINNYA dianggarkan dengan
PANGAN tetap memperhatikan
. aspek efektifitas,
5.2.02.06.01 | Belanja Modal ' 0 15.000.000 15.000.000 efisiensi, kepatutan,
.0001 Pera‘latan Studio kewajaran,
Audio penghematan
5.2.02.06.01 | Belanja Modal 0 9.000.000 9.000.000 | Pe€nggunaan
.0002 Peralatan Studio anggaran, dan
Video dan Film disesuaikan  dengan
kebutuhan riil serta
5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat 0 4.300.000 4.300.000 | manfaat yang akan
.0001 Komunikasi diperoleh.
Telephone
DINAS 2.10.05.2.01 | KOORDINASI DAN Agar dipastikan
PERTANAHA | .0002 SINKRONISASI appraisal  dilakukan
N DAN TATA PENYELESAIAN hanya untuk nilai
RUANG MASALAH GANTI tanah saja, mengingat
(KUNDHA KERUGIAN DAN sarana dan prasarana
NITI SANTUNAN TANAH di atasnya dibangun
MANDALA UNTUK dengan APBD dan
SARTA TATA PEMBANGUNAN pelaksanaannya
SASANA) OLEH PEMERINTAH memperhatikan  sisa
DAERAH KEPADA waktu efektif tahun
KABUPATEN/ KOTA anggaran 2025.
5.2.01.01.03 | Belanja Modal Tanah 0| 1.268.150.00 | 1.268.150.00
.0013 untuk Taman 0 0
DINAS 2.11.08.2.01 | PENINGKATAN Agar dilakukan
LINGKUNGA | .0005 KAPASITAS DAN rasionalisasi dengan
N HIDUP KOMPETENSI mempertimbangkan
SUMBER DAYA penggunaan media
MANUSIA BIDANG sosial sebagai upaya
LINGKUNGAN publikasi
HIDUP UNTUK kepemerintahan
LEMBAGA secara lebih efektif dan
PENDIDIKAN efisien.
FORMAL/ LEMBAGA
MASYARAKAT/
KELOMPOK
MASYARAKAT
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa 61.000.000 | 310.500.000 | 249.500.000
.0055 Iklan/Reklame, Film,
dan Pemotretan
DINAS 2.16.03.2.02 | PENGELOLAAN E- Alokasi belanja
KOMUNIKASI GOVERNMENT DI dimaksud
" LINGKUP dianggarkan dengan
INFORMATIK PEMERINTAH tetap memperhatikan
A DAN DAERAH aspek efektifitas,
PERSANDIAN KABUPATEN/ KOTA efisiensi, kepatutan,
: : kewajaran,
5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Serial 1.249.820.000 | 1.899.820.00 [ 650.000.000 penghematan
.0010 0 penggunaan
anggaran, dan
5.2.02.10.01 | Belanja Modal 1.197.940.000 | 2.395.880.00 | 1.197.940.00 | disesuaikan dengan
.0001 Komputer Jaringan 0 O | kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.
DINAS 2.17.08.2.01 | PRODUKSI DAN - Belanja Jasa
PERINDUSTR | .0006 PENGOLAHAN, Iklan/Reklame,
IAN PEMASARAN, Film, dan
KOPERASI SUMBER DAYA Pemotretan agar




KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
USAHA MANUSIA, SERTA dilakukan
KECIL DAN DESAIN DAN rasionalisasi dengan
MENENGAH TEKNOLOGI mempertimbangkan
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa 91.400.000 | 195.050.000 | 103.650.000 | Fenggunaan media
i ) i et el sosial sebagai upaya
.0055 Iklan/Reklame, Film, publikasi
dan Pemotretan kepemerintahan
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Electric 0| 38.000.000| 38.000.000 | secara lebih efektif
.0022 Generating Set dan efisien.
- Alokasi belanja
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa 0| 27.600.000 | 27.600.000 | dimaksud
.0132 Peralatan Studio dianggarkan dengan
Audio ine. ]
memperhatikan
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa 294.000.000 771.800.000 | 477.800.000 aspek efektifitas,
.0355 Peralatan Umum efisiensi, kepatutan,
kewajaran,
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa 280.000.000 | 340.000.000 | 60.000.000 | Penghematan
.0009 Bangunan Gedung ponggHnann
Tempat Pertemuan Anggpran, dan
disesuaikan dengan
kebutuhan riil serta
manfaat yang akan
diperoleh.
UPT LOGAM | 3.31.02.2.01 | KOORDINASI, Anggaran baru pada Belanja Sewa diantaranya: | Alokasi belanja
0005 SINKRONISASI, DAN | 1 Belanja Sewa Electric Generating Set dimaksud
PELAKSANAAN 2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor dianggarkan ~ dengan
PEMBERDAYAAN Penumpang tetap memperhatikan
INDUSTRI DAN 3. Belanja Sewa Mebel aspek efektiﬁtas,
PERAN SERTA 4. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya efisiensi,  kepatutan,
MASYARAKAT (Home Use) kewajaran,
5. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio penghematan
6. Belanja Sewa Peralatan Umum PongRunast
7. Belanja Sewa Alat Musik anggaran, dan
disesuaikan  dengan
kebutuhan riil serta
DINAS 3.26.02.2.08 | PENERAPAN Penambahan di semua rekening, diantaranya: manfaat yang akan
PARIWISATA | .0007 DESTINASI 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- | diperoleh.
PARIWISATA Bahan Cetak
BERKELANJUTAN 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
DALAM 3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas
PENGELOLAAN Lapangan
DESTINASI 4. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan
PARIWISATA Kebudayaan
KABUPATEN/ KOTA | 5, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
6. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
7. Belanja Sewa Peralatan Umum
3.26.03.2.01 | FASILITASI Belanja Perjalanan
.0006 KEGIATAN Dinas Biasa Luar
PEMASARAN Negeri tidak
PARIWISATA BAIK diperkenankan untuk
DALAM DAN LUAR dianggarkan.
NEGERI
PARIWISATA
KABUPATEN/ KOTA
5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan 0 60.000.000 60.000.000
.0001 Dinas Biasa Luar
Negeri
DINAS Agar mengkaji kembali terkait besaran kewajaran honorarium pelatih kesenian khususnya untuk kesenian klasik
KEBUDAYAN | dan tradisional didasarkan pada kelangkaan kompetensi, sebagai contoh pada sedi pedalangan, seni tari dan
pranata adicara.
DINAS 3.30.01.2.07 | PENGADAAN Terdapat
PERDAGANG | .0006 PERALATAN DAN penganggaran untuk

AN

MESIN LAINNYA

pengadaan drone. Atas




KODE KEGIATAN/ PERUBAHAN
OPD REKENING SUBKEGIATAN APBD 2025 APBD 2025 SELISIH REKOMENDASI
5.2.02.06.01 | Belanja Modal 0| 18.000.000 | 18.000.000 | belanja tersebut, tidak
.0001 Peralatan Studio diperkenankan untuk
Audio dianggarkan.
3.30.07.2.01 | PELAKSANAAN Agar dilakukan
.0005 PROMOSI rasionalisasi dengan
PENGGUNAAN mempertimbangkan
PRODUK DALAM penggunaan media
NEGERI DI TINGKAT sosial sebagai upaya
KABUPATEN/ KOTA publikasi
- kepemerintahan
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa . 70.250.000 | 385.250.000 | 315.000.000 | (ooovo lebih efektif dan
.0055 Iklan/Reklame, Film, elisian.
dan Pemotretan
BAGIAN 4.01.01.2.12 | PENYEDIAAN Penganggaran untuk
UMUM DAN .0003 KEBUTUHAN Belanja Alat
PROTOKOL RUMAH TANGGA Komunikasi Telephone
SEKRETARIAT boleh dianggarkan
DAERAH namun tidak
; diperkenankan untuk
5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat 0 109.300.000 | 109.300.000
; : produk Apple.
.0001 Komunikasi
Telephone
SEKRETARIA | 4.02.01.2.07 | PENGADAAN Terdapat anggaran baru pada rekening di - Pada Belanja Modal
T DPRD .0006 PERALATAN DAN subkegiatan tersebut, yaitu: Alat Rumah Tangga

MESIN LAINNYA

1. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
100.000.000

2. Belanja Modal Mebel 70.000.000

3. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) 24 1.450.000

4. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
22.000.000

5. Belanja Modal Peralatan Studio Audio
60.000.000

6. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan
Film 166.000.000

7. Belanja Modal Alat Studio Lainnya
5.000.000

8. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
35.000.000

9. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
275.000.000

10. Belanja Modal Personal Computer
90.000.000

11. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
80.173.000

12. Belanja Modal Peralatan Senam
45.000.000

Lainnya (Home Use)
terdapat anggaran
untuk pengadaan
speaker 1 unit tidak
diperkenankan
untuk dianggarkan.

- Pada Belanja Modal
Peralatan Studio
Audio agar
dilakukan
rasionalisasi
anggaran.

- Pada Belanja Modal
Peralatan Studio
Video dan Film
terdapat anggaran
untuk pegadaan
kamera DSLR dan
lensa agar diganti
dengan kamera
mirrorless dengan
lensa
menyesuaikan.

- Pada Belanja Modal
Alat Komunikasi
Telephone boleh
dianggarkan namun
tidak
diperkenankan
untuk produk
Apple,

- Pada Belanja Modal
Alat Kedokteran
Lainnya terdapat
anggaran untuk 10
unit kursi pijat agar
dilakukan efisiensi
menjadi 3 unit.

- Pada Belanja Modal
Peralatan Senam
agar dilakukan
rasionalisasi sesuai
kebutuhan.







